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DaerahSiap
Ketatkan Pem batasan

Masyarakat diminta menyikapi dengan buak

kenaikan level PPKM.

B ARIE LUKIHARDIANTI,
MUHAMMAD FAUZ| RIDWAN

BANDUNG — Pemerintah dae-
rah (pemda) menyatakan siap me-
nindaklanjuti keputusan pémerintah
pusat untuk memperketat pemba-
tasan, dengan menaikkan status level
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM). Pemda menya-
dari perlunya langkah pengetatan
demi menekan kasus Covid-19 yang
belakangan kembali meningkat
akibat varian omikron.

Di Provinsi Jawa Barat, pemerin-
tah pusat memutuskan untuk me-
naikkan status PPKM menjadi Level
3 untuk wilayah Bogor, Bekasi, De-
pok, dan Bandung Raya. Gubernur
Jabar Ridwan Kamil mengatakan,
kenaikan status tersebut bukan se-
mata akibat tingginya jumlah kasus,
melainkan juga réendahnya tracing
sebagaimana yang disampaikan
Menko Bidang Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan.

Pria yang akrab disapa Emil itu
mengaku sudah meminta semua
daerah di Jabar untuk meningkatkan
tracing. "Satu yang sakit harus dicek
sebanyak mungkin kontak eratnya,"
kata Emil, Senin (7/2).

Menurut Emil, penerapan PPKM

Level 3 kali tidak bisa disamaratakan,

untuk semua daerah. Oleh karena itu,
ia memerintahkan pemerintah dae-

rah mengadaptasinya seadil mung- -

kin. "Contohnya Sumedang, kasus-
nya rendah, tapi karena dia berlabel
aglomerasi Bandung Raya maka
harus ditentukan bagaimana PPKM
level tiganya," katanya.

Dengan demikian, menurut Emil,
aturan pembatasan antara Sume-
dang dan Kota Bandung yang kasus-
nya tinggi, tidak bisa disamakan. Se-
bagai aturan turunan, pemerintah
daerah akan membuat peraturan
wali kota atau peraturan bupati se-
suai kewenangan dan disesuaikan
dengan kondisi masing-masing.

"Jadi dalam pandangan kami,
PPKM Level 3 saat omikron saat ini

tidak mungkin diterapkan sama rata

seperti saat delta," katanya.

Terkait aktivitas ekonomi masya-
rakat, Emil menyatakan, aturan
pembatasan dibuat sebijak mungkin
tanpa mengurangi ekonomi yang
sekarang sudah sangat baik di selu-
ruh Jawa Barat. Khusus Kota Ban-
dung, Emil meminta agar pemkot
gencar melakukan tes acak di res-
toran, hotel, dan tempat wisata.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota'

Bandung, Yana Mulyana mengata-

s

kan, pengetatan akan dilakukan ter-

. kait jam operasional dan kapasitas

sektor usaha serta sosial. Sesuai arah-
an pemerintah pusat dalam rapat
terbatas, menurut dia, daerah di-
minta untuk mempercepat vaksinasi
Covid-19 dan menegakkan prokes,
khususnya pemakaian masker.
Pemda DIY menyatakan siap me-
naikkan status PPKM menjadi Level
3 di sejumlah daerah. "Kita harus
mengikuti ketentuan-ketentuan yang
ada di Level 3," kata Sekda DIY, Ka-
darmanta Baskara Aji di Kompleks
Kepatihan, Yogyakarta, Senin (7/2).
Aji menyebut, pihaknya belum
menerima instruksi yang jelas dari
kementerian terkait dalam penerap-
an PPKM Level 3. Aji pun belum bisa
memastikan seperti apa aturan
pembatasan yang akan diberlakukan.
ketentuan di PPKM Level 3
i masih sama dengan sebelum-
nya, menurut Aji, diberlakukan
pembatasan kegiatdh masyagakat,

baik di tempat wisata, di tempat -

ibadah maupun di sekolah. "Seperti
Level 3 yang dulu ada pembatasan
(di tempat wisata), bukan penutup-
an. Pembatasan 50 persen harus pro-
kes ketat."

Wakil Wali K‘SfaTogyakarta,
Haryadi Suyuti juga mengatakan, pi-
haknya siap menerapkan ketentuan
PPKM Level 3. Untuk menindaklan-
juti kenaikan level PPKM ini, pihak-
nya Juga masih menunggu instruksi
resmi dari pemerintah pusat. "Kami

tidak akan berbeda dengan keputus-
an pemerintah dalam rangka pene-

+ rapan PPKM," katanya.

Pemerintah Kota Tangerang
meminta masyarakat dapat menyi-
kapi secara bijak keputusan pemerin-
tah pusat, yang memberlakukan
PPKM Level 3 untuk Kota Tange-
rang. Wali Kota Tangerang Arief
Wismansyah meyakini, pemerintah
pusat memutuskan hal tersebut demi
keselamatan bersama. "Masyarakat

*harus lebih disiplin dalam menerap-

kan protokol kesehatan dan memini-
malkan mobilitas yang tidak diper-
lukan," katanya. ~°

Seiring dengan tingginya angka
kasus harian Covid-19 di Kota Tange-
tang, Arief menyampaikan, pihaknya
juga terus melakukan upaya untuk
menambah jumlah tempat tidur atau
fasilitas kesehatan bagi masyarakat,
yang terpapar Covid-19 dan membu-
tuhkan perawatan. Hingga saat ini.\
sudah ada tiga rumah isolasi terkon-
sentrasi (RIT) yang beroperasi, yakni
RIT PKM Jurumudi, RIT PKM Batu
Sari, dan RIT Sudimara Pinang
dengan totaby77 bed.

Pemkot Tangerang juga mela-
kukan pendataan terhadap para war-
ga yang menjalani isolasi mandiri
(isoman) di rumah. Dari pendataan
itu, para warga yang isoman akan
diberi bantuan sembako serta mem-
peroleh pelayanan kesehatan dari
puskesmas setempat.
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